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P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 1 April 1974, agama Islam,

pekerjaan PNS, pendidikan Diploma III,  tempat kediaman di  Jalan

Sukarelawan Nomor 12 RT. 045 RW. 010 Kelurahan Loktabat Utara,

Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai  Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 17 Agustus 1965, agama Islam,

pekerjaan  swasta,  pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,

tempat kediaman di Jalan Sukarelawan Nomor 12 RT. 045 RW. 010

Kelurahan  Loktabat  Utara,  Kecamatan  Banjarbaru  Utara,  Kota

Banjarbaru Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan

Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

BahwaPenggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2020 telah

mengajukan  gugatan  cerai  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Banjarbaru dengan  Nomor  15/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal  3  Januari

2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di

Kota Banjarbaru pada tanggal 19 Januari 2013, yang tercatat pada Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Banjarbaru  Utara,  Kota  Banjarbaru  dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : ------------------------  tertanggal 21 Januari 2013;
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1. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus

Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Mati,  dan hingga saat ini antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah Penggugat di Jalan Sukarelawan No12 RT.045 RW.010,

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,

Kota  Banjarbaru  kurang  lebih  5 tahun  dan  terakhir  kumpul  di  alamat

Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), 

4. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2   tahun, akan

tetapi  sejak  tahun  2015  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi perselisihan;

5. Bahwa,  perselisihan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut

disebabkan karena Terugat  sering berhutang,  Tergugat boros dan sering

berbohong dan tidak jujur;

6. Bahwa,  Tergugat  sejak  tanggal  30  Juni  2018  telah  meninggalkan

Penggugat  karena  Tergugat  beralasan  pergi  mencari  kerja,  tetapi  tidak

pernah memberi kabar lagi setelah itu. Penggugat berusaha menghubungi

melalui  telepon  dan  sms  namun  tidak  aktif.  Selama  itu  Tergugat  tidak

pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya

yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula

Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak

meninggalkan  harta  benda  yang  dapat  digunakan  sebagai  pengganti

nafkah  Penggugat  serta  Tergugat  membiarkan  (tidak  mempedulikan)

Penggugat;

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita

lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk

menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin

lagi  tercapai,  dan  Penggugat  tidak  sanggup  lagi  untuk  membina  rumah

tangga dengan Tergugat;
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8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

demikian  maka  tujuan  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah

mawaddah warahmah tidak  mungkin  lagi  tercapai,  dan Penggugat  tidak

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat

mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Banjarbaru  melalui  Majelis  Hakim

yang  memeriksa  perkara  ini,  mohon  kiranya  untuk  berkenan  menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap   Penggugat

(Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

melalui  Mass  Media  yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,

berdasarkan  relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 7 Januari

2020 dan 7 Februari 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara  a quo,  Penggugat yang berkedudukan sebagai

Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Aparatur  Sipil  Negara  telah  memperoleh  izin

atasannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  melalui  Surat  Keputusan  Bupati

Banjar  Nomor  783/028-PPPK.2/BKDPSDM  tentang  Pemberian  Izin  Untuk

Melakukan Sidang Perceraian, tanggal 30 September 2020. Dengan demikian,

pemeriksaan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dilanjutkan;
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Bahwa Majelis  hakim telah  menasihati  Penggugat agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat tetapi  Penggugat tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  suratgugatan

Penggugatyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan,  Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti  berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -----------------

tertanggal  02  April  2015,  bermeterai  cukup  dan  telah  sesuai  dengan

aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -------------------- Tanggal 21 Januari

2013,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  Banjarbaru  Utara  Kota

Banjarbaru,  bermeterai  cukup dan telah  sesuai  dengan  aslinya  (bukti

P.2);

3. Fotokopi surat izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan

oleh Bupati Banjar pada tanggal 30 September 2019, bermeterai cukup

dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3); 

4. Fotokopi  Surat  Pernyataan Ghaib yang diketahui  oleh Lurah Loktabat

Utara dan Ketua RT. 045 RW. 010 Loktabat Utara, bermeterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Saksi  I,  umur  43  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Honorer,  alamat

Sekumpul  Ujung  Komplek  Kali  Benawa  RT.  02  RW.  05  Nomor  14C

Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, di bawah

sumpahnya  memberikan  keterangan  pada  pokoknya  sebagai  berikut,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi  mengenal  Penggugat karena saksi  adalah adik kandung

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
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- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis,  namun  sejak  tahun  2015  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  karena  Tergugat  sering

berhutang dengan orang lain dan  Tergugat juga sering tidak jujur hingga

akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama

- Bahwa sejak  tahun 2018  antara  Penggugat dan  Tergugat sudah tidak

berhubungan lagi  selayaknya suami  istri dan Tergugat  sekarang tidak

tahu keberadaannya;

- Bahwa  selama  berpisah  tersebut,  Tergugat  tidak  mengirimi  nafkah

kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya

lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan pihak keluarga lain,

namun tidak berhasil;

2. Saksi  II,  umur  51  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

alamat  Komplek  Sukarelawan  RT.  045  RW.  010  No  7F  Kelurahan

Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, di bawah

sumpahnya  memberikan  keterangan  pada  pokoknya  sebagai  berikut,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat karena  saksi  adalah  tetangga

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis,  namun  sejak  tahun  2015  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  karena  Tergugat  sering

berhutang dengan orang lain dan Tergugat juga sering tidak jujur hingga

akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak  tahun 2018  antara  Penggugat dan  Tergugat sudah tidak

berhubungan lagi  selayaknya suami  istri dan Tergugat  sekarang tidak

tahu keberadaannya;

- Bahwa  selama  berpisah  tersebut,  Tergugat  tidak  mengirimi  nafkah

kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya

lagi;
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- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan pihak keluarga lain,

namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan

dan bukti-buktinya dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat

menyatakan  telah cukup dan membenarkannya, dan berkesimpulan tetap ingin

bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dimuka sidang bahwa Penggugat

tidak  ridlo  atas  perlakuan  Tergugat  selama  ini  kepada  Penggugat  serta

Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah) serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Penggugat  yang

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah

memperoleh  izin  atasannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  melalui  Surat

Surat  Keputusan  Bupati  Banjar  Nomor  783/028-PPPK.2/BKDPSDM  tentang

Pemberian  Izin  Untuk  Melakukan Sidang Perceraian,  tanggal  30 September

2020 (P.4). Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil  juncto Surat Edaran Badan Administrasi

Kepegawaian  Negara  Nomor  48/SE/1990  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan

Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat  dalam  perkara  a  quo

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

telah  menikah  secara  sah  dan  telah  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama terkait.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat

bahwa  Penggugat  memiliki  legal  standing (kedudukan  hukum)  untuk

mengajukan  gugatan  perceraian  dalam perkara  a  quo.  Hal  tersebut  sesuai
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dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan juncto Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  40  dan  Pasal  63  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan

Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto

Pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua melalui  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

beserta penjelasannya, maka perkara  a quo merupakan kewenangan absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  telah  nyata

Penggugat  bertempat  tinggal di  wilayah  Kota  Banjarbaru  yang  merupakan

yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka,  berdasarkan

Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

juncto Pasal 129 Kompliasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi

kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi  dan  patut  sebagaimana  ketentuan  Pasal  145  R.Bg.  juncto Pasal  55

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  juncto Pasal  42  Ayat  (1)
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Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari dan  tanggal sidang-sidang yang  telah

ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat

tidak pernah hadir  ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan

(Relaas)  Nomor  15/Pdt.G/2020/PA.Bjb.  Selanjutnya, ketidakhadiran  Tergugat

tersebut  juga  tidak  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah secara  hukum.

Adapun dalil-dalil Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum. Karena itu,

berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara a quo dapat diperiksa dan diputus

meskipun tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  untuk  rukun  kembali  seperti  semula,  namun  tidak

berhasil.  Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat  telah  terpenuhi

ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juncto  Pasal  65  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa disebabkan Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  muka

sidang,  maka  terhadap  perkara  a  quo tidak  dapat  dilakukan  mediasi

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan

Penggugat  sebagaimana  selengkapnya  tercantum  dalam  duduk  perkara

Putusan a quo;

Menimbang,  bahwa  disebabkan  Tergugat  dalam perkara  a  quo tidak

pernah  hadir  di muka  sidang,  sehingga keterangan  Tergugat  tidak  dapat
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didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak

ingin lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya  Penggugat

telah mengajukan alat bukti  surat 4 (empat) buah serta mengajukan 2 (dua)

orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  tempat kediaman Penggugat

sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah

antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut  dapat dijadikan dasar

untuk  melakukan  perceraian  dan  juga  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  berupa  Surat  Surat  Keputusan  Bupati

Banjar  Nomor  783/028-PPPK.2/BKDPSDM  tentang  Pemberian  Izin  Untuk

Melakukan  Sidang  Perceraian,  tanggal  30  September  2019  tersebut

menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai

izin atasan untuk bercerai di Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut dapat

dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  tempat  kediaman  Tergugat  sekarang

tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya yang jelas/pasti  di  Indonesia,

sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan

memenuhi  syarat formil  dan materiil,  serta mempunyai  kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi  1 Penggugat adalah fakta yang

dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi  2 Penggugat adalah fakta yang

dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;  

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan 2 (dua)  orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang

sah;

2. Bahwa  sejak  tahun  2018  lalu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  karena  Tergugat

sering berhutang dan sering berbohong;

4. Bahwa  selama  berpisah  tersebut,  Tergugat  tidak  mengirimi  nafkah

kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya

lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

secara sah;

2. Bahwa sejak tahun 2018 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  karena  Tergugat

sering berhutang dan sering berbohong;

4. Bahwa  selama  berpisah  tersebut,  Tergugat  tidak  memberi  nafkah

kepada Penggugat, tidak meninggalkan harta benda kepada Penggugat

serta tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam;

Kitab At Tahrir Juz II Hal : 302 :

اللفظ         بمقتضى عمل بوجودها وقع بصفة طلقا علق ومن

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuh

talaknya  dengan  terwujudnya  sifat  itu  sesuai  dengan  dhohir

ucapannya”.

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah juga memenuhi  Pasal

116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah

wajib selama 3 (tiga) bulan serta tidak sudah tidak memperdulikan Penggugat

selama  6  (enam)  bulan  lebih,  dengan  demikian  telah  melanggar  janji  ta’lik

talaknya nomor  2 dan  4,  sehingga oleh karena itu dapat  dinyatakan bahwa

syarat pelanggaran ta’lik talak telah terwujud; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menyatakan  keberatan  (tidak

rela/tidak  ridlo)  atas  perlakuan  Tergugat  tersebut,  pula  Penggugat  di

persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10,000,00 (sepuluh ribu

rupiah);

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas,  dan  dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  149  RBg  maka  gugatan

Penggugatdapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan
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talak satu khul’i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan

iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i  Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan

tanggal  11  Ramadhan  1441 Hijriah  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama

Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta

Mohammad  Febry  Rahadian,  S.H  dan  Ahmad  Rasyidi  Halim,  S.H  masing-

masing sebagai  Anggota  Majelis,  putusan  tersebut  diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh  Ketua Majelis  tersebut  dengan

didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Agustian  Raihani,  S.H.I

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Rasyidi Halim, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Agustian Raihani, S.H.I
Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.15/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Banjarbaru, 15 Juli 2019

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


